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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan belanja
daerah serta mengetahui proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung
terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, selain itu penelitian ini
juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak
langsung terhadap pertumbuhan ekon mi daerah Kabupaten Ngawi.

sebagai variabe éh karens " ‘

syarat jumlafy gﬂ ligier berganda, maka
dalam bentuk elsebu irubah menjadi datd
menggunakan me iier Sukrindo.

Hasil elitiarizii, member yuhan belanja daerah
: ; 2003;2010 memiliki pola

Jika dilihat dari propo' elanja la g dafl Belanja tidak Iangsung terhadap
total belanja daerah, memperlihatkan bahwa' ol
langsung mengalami penuruna ¥orope a terhadap belanja daerah sedangkan
belanja tidak langsung mengalami penlngkatan proporsinya terhadap belanja
daerah. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa belanja tidak langsung
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah Kabupaten Ngawi dengan koefisien sebesar 0,0000002465, sedangkan
belanja langsung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Kata Kunci : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan Ekonomi
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the growth of local expenditure
and to know the proportion of direct expenditure and indirect expenditure on
Ngawi Regency expenditures, other than that this study also aimed to know the
effect of direct expenditure and indirect expenditure on economic growth Ngawi
Regency. o

The data used inghiS's n 'is seconda and time series data of 2003

untll the year 2010 I'_:' obtamed frm th Central Bureau of Statlstlcs NgaW|
R ‘ia,;, AHH

originally ingh

indirect expendltu )
of the Year 2003- 2010

study can also note that Indiréct EXfenditures has a positive and significant
impact on regional economic growth Ngawi district with a coefficient of

0.0000002465, while the Direct Expenditures positive but not significant effect.

Keywords: Expenditure Direct, Indirect Expenditures, Economic Growth
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ABSTRAK

ANALISIS BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI
DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh
HYLINA INDRIANI
NIM : S4210080

Tujuan penellan ini adalah unt mengahm pertumbuhan belanja

) an.
';. itian ini=adalah
hu 2008.8ampai ¢ ngan Tahun 2010.

digunakan @ .‘

runtutzwaktu

menggunakan metode interpola /ang: mbangkan oleh Insukrindo.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran pertumbuhan belanja daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 memiliki pola
kecenderungan menurun walaupun secara nominal meningkat setiap tahunnya.
Jika dilihat dari proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap
total belanja daerah, memperlihatkan bahwa dari Tahun 2003-2010 belanja
langsung mengalami penurunan proporsinya terhadap belanja daerah sedangkan
belanja tidak langsung mengalami peningkatan proporsinya terhadap belanja
daerah. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa belanja tidak langsung
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah Kabupaten Ngawi dengan koefisien sebesar 0,0000002465, sedangkan
belanja langsung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Kata Kunci : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan Ekonomi



ABSTRACT

ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE
ON NGAWI REGENCY IN THE ERA OF AUTONOMY

By
HYLINA INDRIANI
NIM : 54210080

The l
until the year 2
district, an analyti

interpolation method deve '-'-‘.q,f AsukFinedo.

The results of this study glves an overview of government expenditures
Ngawi Regency Year 2003-2010 has a tendency to decline, although nominally
increasing every year. When viewed from the proportion of direct expenditure and
indirect expenditure to total expenditure areas, showing that the direct expenditure
of the Year 2003-2010 has decreased while the proportion of expenditures indirect
expenditure has increased its proportion of expenditure area. The results of this
study can also note that Indirect Expenditures has a positive and significant
impact on regional economic growth Ngawi district with a coefficient of
0.0000002465, while the Direct Expenditures positive but not significant effect.

Keywords: Expenditure Direct, Indirect Expenditures, Economic Growth



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan

untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materiil dan

daerah ini didukung oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang Kini direvisi menjadi
UU nomor 33 Tahun 2004.

Salah satu perubahan penting adalah kewenangan daerah yang semakin
besar dalam menentukan kebijakan belanja daerah (decentralized
expenditure). Daerah mempunyai keleluasaan untuk mengalokasikan
belanjanya ke dalam pos-pos belanja yang dianggap prioritas sesuai preferensi
masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan teori fiscal federalism yang

menyatakan bahwa “daerah lebih paham apa yang terbaik buat mereka”.
1



2
Dengan Otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih
baik dibanding sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah
diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama
pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek yang

kedua vyaitu dari sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa dalam

pengelolaan keuanga ntabel dan transparan tentunya

menuntut daerah_agar lebih EFSW efekti
- 1
ters@ apat gdisebut %igai reformasi pembiayaan

f ‘dalam pengeluaran daerah.

e

atas pengelolaan dana- anayyang, dikelols ya, pemerintah daerah diwajibkan
menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari Laporan
Pertanggungjawaban kepala daerah. Anggaran daerah seharusnya
dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan
pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan
pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah
terdiri dari atas : Pendapatan Asli Daerah ( PAD), vyaitu : hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

lain-lain PAD yang sah : dana perimbangan: dan lain-lain pendapatan daerah
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yang sah, dan Pasal 167 yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari
Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.

Pendapatan daerah merupakan sumber untuk membiayai belanja
daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Seharusnya,

pengalokasian pendapatan daerah ke belanja langsung harus lebih besar

tindakan

-
a bere

alokasi untuk anggaran pembangunan hanya berkisar 10%-20%. (Hamid,

2004:117). Melalui kewenangan otonomi yang diberikan pemerintah pusat
kepada pemerintah Kabupaten Ngawi, maka sudah menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam membelanjakan anggaran yang ada agar

dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin untuk pembangunan daerahnya.



Tabel 1.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten NgaWI ahun 2003-2006 Menurut Kepmendagri 29/2002
(dalam satuan juta) . o S

Uraian Belanja J g . 220047 2005 % 2006 %

(1) £ ¥ 33\ Y, B N () (8) ©)
1. BELANJA APARATUR , 72.588,80 | 21,95|137.711,10 | 28,49
B. Administrasi Umum 55.052,50 | 16,65 | 117.766,60 | 24,36
Belanja Pegawai / Personalia | 39.597:60-| )| 41.050 . 14.592,30 | 12,58 | 80.530,50 | 16,66
Belanja Barang dan Jasa r &3 50550 | 2,87 | 26.718,10| 5,53
Belanja Perjalanan Dinas ,2.054,90 | 057 | %2.008; 219030 | 066| 4.73530| 0,98
Belanja Pemeliharaan 11.829,8 @ 176440 053] 578270 1,20
B. Operasi dan Pemeliharaan 8. . 5,108 TI8./ & 55, 13.770,80 | 1,14 | 10.083,50 | 2,09
Belanja Pegawai / Personalia | 9 95520 / 82190] 0,25 603,80 | 0,12
Belanja Barang dan Jasa 312,000 “C o @094 142560| 043| 757500| 157
Belanja Perjalanan Dinas . . i 949,40 0,29 1.691,10 0,35
Belanja Pemeliharaan W 20,1%h 466,301 0 573,90 | 0,17 21360 | 0,04

B. Modal 999,70 0,30 9.861,00 2,04
B. Bagi Hasil dan Bantuan
Keu 12.520,80 0,00
B|. Tidak Tersangka 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,07 0,00 0,00
2. BELANJA PUBLIK 291.974,20 | 81,08 | 294.575,77 | 81,07 | 258.147,80 | 78,05 | 345.672,10 | 71,51
B. AdministrasiUmum 169.660,70 | 47,11 | 185.491,87 | 51,05 | 216.026,80 | 65,32 | 217.208,40 | 44,94
Belanja Pegawai / Personalia | 166.063,00 | 46,11 | 180.880,67 | 49,78 | 199.986,00 | 60,47 | 215.949,70 | 44,67
Belanja Barang dan Jasa 1.262,40 0,35 1.434,40 0,39 | 12.832,30 3,88 658,70 0,14
Belanja Perjalanan Dinas 1.379,80 0,38 1.911,70 0,53 733,40 0,22 0,00 0,00

Berlanjut ke halaman 5 ........
4




........ Tabel 2.1. Lanjutan halaman 4

| Belanja Pemeliharaan 955,50 2.47510 | 0,75 600,00 | 0,12
B. Operasi dan Pemeliharaan 9.873,70 2,99 | 44.974,60 9,30
Belanja Pegawai / Personalia 847,70 0,26 1.694,90 0,35
Belanja Barang dan Jasa 5.173,70 1,56 | 26.668,20 5,52
Belanja Perjalanan Dinas 493,50 0,15 3.250,50 0,67
Belanja Pemeliharaan 3.358,80 1,02 | 13.361,00 2,76
B. Modal 65.620,80 | 4,72 | 53.976,50 | 11,17
B. Bagi Hasil dan Bantuan
Keu 16.626,50 5,03 | 29.212,60 6,04
B. Tidak Tersangka 0,00 0,00 300,00 0,06
JUMLAH TOTAL 0.736,60 | 100,00 | 483.383,20 | 100,00




Tabel 1.2

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi T

10 Menurut Permendagri 13/2006

hun 2007-20

Jenis Belanja 2007 | 2009 % 2010 %

@) (2) (6) @) (8) ()
1. B. TIDAK LANGSUNG 378.020,8 605.657,1 75,36 728.460,7 69,98
a. Belanja Pegawai 314.878,¢ . 479.018,7 59,60 689.575,0 66,24
b. Belanja Bunga 109,7 0,014 56,8 0,005
c. Belanja Hibah 10. 959,1 9,70 11.567,0 1,11
d. Belanja Bantuan Sosial 5.933,3 .588,8 0,70 6.399,0 0,61
e. Belanja Bagi Hasil 25.000, 1.549,0 0,193 -
f. Belanja Bantuan Keuangan 20.435,4 41.431,8 5,16 20.691,3 1,99
g. Belanja Tidak Terduga 1.361,5 - - 171,6 0,02
2. B. LANGSUNG 256.485,2 198.017,2 24,64 312.554,8 30,02
a. Belanja Pegawai 45.565,0 7,18 41.279,5 5,43 28.353,9 3,53 22.550,4 2,17
b. Belanja Barang dan Jasa 117.857,8 18,57 80.071,3 10,53 67.991,9 8,46 121.967,6 11,72
¢. Belanja Modal 93.062,4 14,67 155.168,4 20,41 101.671,4 12,65 168.036,8 16,14
JUMLAH TOTAL 634.506,0 100,00 760.350,8 100,00 803.674,3 100,00 | 1.041.015,5 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi, 2010 (diolah)
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Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Ngawi Tahun 2010, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah
terhadap belanja langsung adalah sebesar Rp. 312.554.870.000,- dan pada
belanja tidak langsung sebesar Rp. 728.460.676.000,- dari total belanja
sebesar Rp.1.041.015.546.000,-. Pada tahun tersebut, pengalokasian belanja

angsung. Hal ini tidak sesuai

mendapat porsi alokas ya gelebih besarfdari Belanja Pegawai atau Belanja
Barang dan Jasa. Aji Sofyan Effendi, mengatakan, belanja publik idealnya 60
sampai 70 persen dari nilai APBD (Kompas 2 Pebruari 2009) . Jika
dibandingkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di Tahun 2010,
komposisi pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan tidak
langsung yang terjadi di Kabupaten Ngawi tidak memenuhi syarat komposisi
ideal karena belanja pemerintah daerah secara langsung maupun tidak
langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas
sektor swasta Kabupaten Ngawi. Dengan otonomi dan desentralisasi fiskal

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan



8
regulasi lokal, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan
produktivitas ekonomi daerah semakin meningkat. Berkaitan peran tersebut
maka peran optimalisasi belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan
ekonomi daerah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang terjadi di lapangan,

khususnya di atens==Ngawi ptuk  mengetahui  perkembangan

pertumbuhan bela gsung dan belanja tidak
langsung dan/menget tidak memenuhi syarat setiap
tahunnya at 0 saja kejadian itu terjadi.
Oleh karena itu, ng-ﬂene encayi § aiMana pertumbuhan
belanja dan propo%p, komposisi,belanj rut kelompok dan

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-
2010 ?
2. Bagaimana proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap

belanja daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010
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3. Bagaimana pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-

20107

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini be

belanja langsung
gawi Tahun 2003-

20107

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian
akademis secara kritis di yang berhubungan dengan keuangan daerah
khususnya mengenai belanja daerah di masa yang akan datang.

2. Secara praktis. dalam hal ini memberikan bahan masukan dalam

menentukan kebijakan dan strategi khusus mengenai belanja daerah.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sejarah Perkembangan Regulasi Keuangan Pemerintah Daerah

pemerintahan  dan otonomi  di

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Transisi kebijakan otonomi daerah selanjutnya ditandai dengan perubahan
payung hukum otonomi daerah menjadi Undang-undang 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan terhadap payung hukum tersebut
membawa konsekuensi terhadap penyesuaian sub sistem dan prosedur
penyelenggaraan kepemerintahan di daerah termasuk keuangan daerah.
Sumber hukum utama keuangan daerah pada awalnya diatur
dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Peraturan

10
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Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD. Selanjutnya pengaturan itu dibakukan dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri, yaitu Permendagri No. 900/099 tentang Manual

Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), Permendagri No. 020-595

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD.

Seiring dengan transisi penyelenggaraan otonomi daerah yang
ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukannya paket perundangan
tentang reformasi pengelolaan keuangan negara telah membawa implikasi
terhadap perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Beberapa
perundangan utama yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan

keuangan daerah diantaranya adalah :
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a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
b. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
c. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan :

1). Permendagri TahufRes2007 tentang Perubahan atas

Permenda ang Pedoman Pengelolaan

ﬁng Perubahan Kedua atas
Féng Pedloman Pengelolaan

1) Konsep dan Pengertian

Anggaran adalah rencana pendapatan dan belanja yang
dibuat suatu unit pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Bila
anggaran dibuat sesuai dengan persyaratan perundang-undangan
dan disahkan maka anggaran tersebut menjadi dasar untuk
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan keuangan periode tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sejak

Repelita | Tahun 1967 sampai dengan pertengahan Repelita IV
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Tahun 1999, APBD di Indonesia disusun menurut tahun anggaran
yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir 31 Maret tahun
berikutnya. Dimulai sejak Tahun 2001 sampai saat ini pendapatan
dan belanja daerah di Indonesia disusun menurut tahun anggaran

yang dimulai pada Tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

i,mengenai Anggaran Pendapatan

ek rapa%beri

16). e
, - _
: AP

bentuk angka
(4) periode anggaran yaitu biasanya 1 (satu) tahun

b). Menurut Saragih (2003:122), “"Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan
keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu
tahun”

c). Dalam melaksanakan pemerintahan, salah satu aspek yang
harus diatur secara hati-hati ialah anggaran daerah. Menurut
Mardiasmo dalam Munir, dkk (2004:9),

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah instrumen kebijakan daerah, anggaran
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daerah  menduduki posisi sentral dalam  upaya
pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah
Daerah. Anggran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai
alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan
pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan
perencanaan pembangunan, alat bantu otoritas pengeluaran
di masa yang akan datang, dan sebagai ukuran standar
untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua
aktivitas berbagai unit kerja.

efifisimAnggaran Pendapatan dan Belanja

ey s
kg%t

efierimaan dan sel pengeluaran daerah yang
al \aéitas-a vitas pemerintah

fungsi daerah otonom yaitu untuk :

a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat
daerah yang bersangkutan

b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab

c) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah daerah
umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah itu mengambarkan seluruh

perencanaan kebijakan Pemerintah Derah
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d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan

terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil
guna

e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk

melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam

yang sebelumnya disusun dengan berpedoman pada Kepmendagri
Nomor 29 Tahun 2002 yang berisikan tentang pedoman
pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah serta tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja
daerah, pelaksanaan tata usaha keuangandaerah dan pentusunan
perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kini
pedoman penyusunan APBD tersebut telah diganti dengan
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang berisikan tentang

pedoman pengelolaan  keuangan daerah. Perubahan ini
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mengakibatkan perubahan struktur dasar APBD ( kode akun dan

kode rekening penganggaran)

2) Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

" Tahun 11974 mal an vyang dianut adalah
L mm@ yang

27

imana harus ada

pelanja  serta  tidak

Pajak, = Sumbangan dan  Bantuan serta  Penerimaan
Pembangunan. Belanja terdiri dari belanja rutin dan belanja
pembangunan.

Struktur APBD yang diamanatkan Kepemendagri
29/2002, Permendagri 13/2006 dan  Permendagri 59/2007
menganut azas surplus/defisit anggaran, dimana dimungkinkan
adanya pos pembiayaan untuk mengakomodasi kondisi anggaran
surplus ataupun defisit. Dengan demikian, struktur APBD pasca

reformasi  terdiri dari Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
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Pendapatan Terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pendapatan
Lain-Lain.

Tabel 2.1 Perbandingan Struktur APBD antara Kepmendagri
No. 29/2002 dan Permendagri No. 13/2006

Kepmendagri No. 29/2002 Permendagri No. 13/2006

Tabel 2.2 Perbandingan Tabel Akun antara Kepmendagri No.
29/2002 dan Permendagri No. 13/2006

Kepmendagri No. 29/ 2002 Permendagri No. 13/2006
1) (2)
1 : Pendapatan 1: Asset
2 : Belanja 2 . Kewajiban
3 : Pembiayaan 3 : Ekuitas dana
4 : Aktiva 4 : Pendapatan
5: Utang 5 : Belanja
6 : Ekuitas 6 : Pembiayaan Daerah

Sumber Diolah dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan
Permendagri No 13 Tahun 2006
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Selanjutnya  perbedaan struktur anggaran antara

yang diamanatkan Kepemendagri 29/2002  dengan  yang
diamanatkan  oleh  Permendagri 13/2006 dan Permendagri
59/2007 adalah pada struktur belanja sedangankan struktur

pendapatan dan pembiayaannya sama. Pada APBD versi

terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan dan pembangunan.

b. Belanja Daerah

1) Konsep dan Pengertian

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi
dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan

dan urusan yang penanggananya dalam bagian atau bidang tertentu
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antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan. Menurut Ulum (2005:204),

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas
daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayaran kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja
ditetapkan dengan dokumen otorisasi kredit anggaran
(allotment)

MenurugBastian (2001:144),

2) Perubahan Struktur Belanja Daerah

Sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah No. 6
tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
Selanjutnya pengaturan itu dibakukan dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri, yaitu Permendagri No. 900/099 tentang Manual
Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), belanja terdiri dari
belanja rutin dan belanja pembangunan. Selanjutnya perbedaan

struktur anggaran antara yang diamanatkan Kepemendagri



20
29/2002 dengan yang diamanatkan oleh Permendagri 13/2006
dan Permendagri 59/2007 adalah pada struktur belanja
sedangankan struktur pendapatan dan pembiayaannya sama. Pada
APBD versi Kepemendagri No 29/2002, belanja terdiri dari belanja

aparatur dan publik yang dibagi kedalam jenis belanja administrasi

pemeliharaan serta belanja modal.

(3) Belanja Modal

b) Belanja Pelayanan Publik
(1) Belanja Administrasi umum
(2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
(3) Belanja Modal
c) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dianggarkan

untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :
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(1) Tidak menerima secara alngsung imbalan barang dan jasa

seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian
dan penjualan

(2) Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang

akan datang seperti lazimnya piutang

untuk pengeluaran

al atau pengeluaran

2002 dan kini berubah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 dan sebagian dirubah lagi dengan Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, mengakibatkan definisi dan pengelompokan
belanja daerah di pemerintah juga ikut berubah. Berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “ Belanja daerah adalah
kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja

daerah terbagi menjadi dua, yaitu :



22

a) Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja

langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jada
dan belanja modal

b) Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak

terkait pelaksanaan program dan

a g UnaQ gehRda
eg an. Belanj wmﬁngsun peliputi @ belanja pegawai,
belanj , belanja su%anja ibah, belanja bantuan

, bantua%uan , dan belanja tidak

-

pok

a) Belanja Langs
(1) Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negri Sipil( PNS), dan pegawai

yang dipekerjakan oleh negara yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan dimana
pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan
program dan kegiatan pemerintahan daerah yang

berkaitan dengan pembentukan modal.
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3)
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Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk
menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai
untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan

maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang

yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada

gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan
dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian
kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan
dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain
pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk

memperoleh aset tetap berwujud dan aset lainnya yang
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memberikan manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai asset tetap
berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar
harga beli/bangun ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembaniunan aset sampai aset tersebut

gpala daerah menetapkan batas

pelanja  kompensasi, baik
pg maupun barang yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negri Sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh negara
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang dilaksanakan kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal. Dalam
Permendagri 13/2006 belanja pegawai terdiri dari :
(@ belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan
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kepada PNS sesuai ketentuan perundang-
undangan

(b) uang representasi dan tunjangan pinpinan dan
anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala
daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan

ainnya yang ditetapkan sesuai

aran pemerintah untuk

atas  kewajiban

mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat
hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga
jualnya dapat terjangkau.

Hibah digunakan untuk mengganggarkan pemberian
hibah dalam bentuk uang dan/barang kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan
kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik
telah  ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada

pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan
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penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, hibah
kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hibah
kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk

menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah

Maln,dasar umum, hibah kepada

(ae ] Oa adVa
badan/le nisasi _Swasta dan/atau kelompok
. i, 0¥ g
rakat/peroran rtujuany untuk meningkatkan

dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya

bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang
kepemudaan, kewanitaan dan keagamaan

(6) Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi hasil digunakan untuk menganggarkan
dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
propinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota  kepada pemerintah desa atau

pendapatan  pemerintah  daerah tertentu kepada
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pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari

bupate/kota, pemerintah desa, dan

ah desa dan pemerintah

emerataan  dan/atau

sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup yang tentunya
harus disertai bukti-bukti yang sah. Kegiatan yang
bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam
rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman

dan ketertiban masyarakat daerah.
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Tabel 2.3 Perbandingan Struktur Belanja APBD antara
Kepmendagri No. 29/2002 dan Permendagri No.

13/2006
Kepmendagri No. 29 Tahun | Permendagri No. 13 Tahun
2002 2006
) )
Klasifikasi belanja menurut Klasifikasi belanja menurut
bidang kewenangan urusan pemerintah daerah,
pemerintah daerah, @rganisasi, | organisasi, program,kegiatan
kelompekyjenis; obyek, da elompok, jenis, obyek dan
incian obyek belanja ian obyek belanja

isahan kebutuhan belanja

..
elanja_aparaturc

publik oy ' “1 publik tercermin dalam
_ 8 ¥ |*pregramdan kegiatan
Perigelempoka Belanja dikelompokan dalam

F ysung dan Belanja
nlidak Langsung sehingga
mehdorong terciptanya
iensi ulai saat

dan NM cende

;-' gkan antara jenis

d Sebadd
dijadikan sebagai
3 L ] ’

ah da mendagri No. 29 Tahun 2002 dan
Permendagri No 13 Tahun 2006
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Makuda:

e Belanja Rutin

e Belanja Pemb

Kepmendagri 29:
e Belanja Aparatur Daerah

® Bel. Administrasi Umum
v

Permendagri 13:

® Bel. Tidak Langsung:

- Bel. Pegawai
- Bel. Barang dan Jas

- Bel. Perjalanan Dina

¢ Bel. Operasional dan

\

A\

7’

Gambar 2.1 Konversi

WS W erm o
/ %

s o
’ Bel,Pegawai~{ 2,

AW

7

Bantuan Keuangan
/ elanja Tidak Terduga

»- Bel. Pegawai

- Bunga

- Subsidi
4 Hibah
Bantuan Sosial

Bagi Hasil

Bel. Langsung
Bel. Pegawai

- Bel. Barang dan Jasa

» Bel. Modal

29/2002 dan Permendagri 13/2006

Sumber

Belanja Daerah antara Makuda, Kepmendagri

Local Goverment Support Program (LGSP), 2006, Lokakarya Seri
B Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, 25.
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3. Pertumbuhan Ekonomi
a. Konsep dan Pengertian
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang

sangat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi pada

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan secara singkat

ini bukan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2003: 144), pertumbuhan ekonomi diartikan
sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang
bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi
kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi
kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk dan
kebutuhan ekonomi semakin bertambah, maka penambahan
pendapatan sangat dibutuhkan setiap tahunnya. Hal ini hanya bisa

didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau
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Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Jadi dalam pengertian

ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang
berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001:3).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan

b makmuran masyarakat meningkat.

he . a ' gan o
pelitisi SSemua negara, baik itu negara kaya
gy, &

anu% kapitalis, sosialis maupun

berbagai barang ekonomi kepada penduduknya” (Todaro dan Smith,

2003: 130). Kenaikan kapasitas itu sendiri atau dimungkinkan oleh
adanya kemajuan atau  penyesuaian-penyesuaian  teknologi,
institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan

keadaan yang ada.

. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan
sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

dalam suatu wilayah atau’merupakan jumlah seluruh nilai barang dan
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jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah
dalam periode waktu tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai
tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap

tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai

tambah barang dag pg.enggunakan harga pada tahun

W g
%

ngan ini digunakan tahun

tertentu seb a| dasar,
dasar 2000.

t.'

ekonomi. Cara" perhi
pendekatan (BPS, 2011: 2-3) yaitu : pendekatan produksi,
pendekatan pendapatan  dan pendekatan pengeluaran,yang
selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :
1) Pendekatan Produksi
Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang
dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di
suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit
produksi tersebut dalam penyajiannya, dikelompokkan menjadi 9

(sembilan) sektor atau lapangan usaha, vyaitu : Pertanian,
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Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Listrik, Gas
dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran,
Pengangkutan dan komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan,Jasa- jasa.

Pendekatan Pengeluaran

3)

Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas
jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam
proses produksi dalam suatu wilayah di dalam jangka waktu
tertentu(satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud
adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan.
Semua hitungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak

lainnya.
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c. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi
Tiga faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi suatu masyarakat yaitu: akumulasi modal yang meliputi
semua jenis investasi, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya

memperbanyak jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Lincolin

Arsyad, 1992: Akamulasismedal negara dapat digunakan untuk

dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan
karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan
dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah
barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu
tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan
pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan (Sukirno,
2000, :10)

Para ahli ekonomi dan politisi semua negara, baik itu negara

kaya maupun miskin yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun
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campuran menganggap bahwa konsep pertumbuhan ekonomi adalah
merupakan tolok ukur penilaian pertumbuhan suatu negara. Ada tiga
faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap
bangsa yaitu : akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis
investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal

atau sumber dayasmanusia, pertumbuhan penduduk yang diharapkan

negara (yaitu nilai ri _atas,seldruhsbara g modal produktif secara fisik)

dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan output di masa mendatang.

B. Hasil/Studi Penelitian Terdahulu
Isdijoso dan Wibowo (2002) melakukan penelitian Analisis Kebijakan
Fiskal pada Era Otonomi Daerah ( Studi Kasus Sektor Pendidikan Kota
Surakarta) dengan metode deskriptif komparatif. Hasil studi lapang pada lokus
penelitian diperolen gambaran bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun
2001 yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar

terserap untuk membiayai belanja rutin, terutama belanja pegawai akibat
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adanya pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dari
instansi vertikal kepada pemerintah daerah, sehingga pengeluaran rutin untuk
belanja pegawai dan belanja non pegawai menjadi membengkak.

Hal ini membawa dampak pada bergesernya alokasi anggaran

pembangunan, tidak terkecuali anggaran sektor pendidikan, untuk memenuhi

kebutuhan belanja rutin

dan Alfirm nW melakukan penelitian  Analisis
" /)"

dan %k Do

ausalit@n Vector Autoregression

Sutriono

estik Bruto dengan

variabel endogen. Hasil pefie ebutkan terdapat hubungan kausalitas
antara total pengeluaran pemerintah dengan produk domestik bruto.
Pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi produk domestik bruto
karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar
bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara
pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan
signifikan terhadap produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh

pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi

serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif



37
perubahan produk domestik bruto terhadap pengeluaran pemerintah di sektor
infrastruktur dan transportasi.

Nugroho, Irzan, Chalamza, Juwarto,dan Wijaya (2010) melakukan

penelitian Hubungan Pola Belanja dengan PDRB dengan pendekatan korelasi

antara variabel belanja langsung, belanja tidak langsung dan PDRB, dengan

ekonomi. Dari hasil regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0,5636. Hal ini berarti
sebesar 56,36 % variasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur
dapat dijelaskan oleh dua variabel independennya yakni Belanja Langsung dan
variabel Belanja Tidak Langsung sedangkan sisanya sebesar 43,64%

dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
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C. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa
dari realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ngawi, dilihat dari sisi belanja
daerah untuk dianalisis pertumbuhannya, kemudian dari kelompok belanja

yaitu Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja

idak Langsung yang meliputi :

Belanja Daerah

Belanja Tidak Belanja Langsung
Lanasuna

Belanja Pegawai Belanja Pegawali

Belanja
Barang/Jasa

Belanja Non
Peaawai

Belanja Modal

Pertumbuhan
Ekonomi

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran Studi
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D. Hipotesis
Hipotesis yang diturunkan dari kerangka konseptual dan rumusan
masalah adalah sebagai berikut :
a. Belanja daerah Kabupaten Ngawi diduga mengalami pertumbuhan yang

meningkat selama 2003-2010

b. Belanja tidak langsungsdiduga™mempunyai proporsi lebih kecil dan

2003-2010
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal.

Penelitian ini digunaka isis,_perkembangan belanja daerah

dan pengaruhnya terhadap pert m&konom'
~

Uy,

aerah di Kabupaten Ngawi

1.

2. Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ngawi dari Buku Kabupaten Ngawi Dalam Angka yang diterbitkan oleh
BPS

Data disajikan tersebut dalam bentuk data tahunan namun karena
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang harus
memenuhi syarat jumlah data minimal, sedangkan dalam penelitian ini hanya

8 tahun sehingga memiliki keterbatasan jumlah data, sehingga data tahunan

tersebut dirubah menjadi data kwartalan dengan menggunakan metode
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interpolasi yang dikembangkan oleh Insukindro dalam Rahayu (2004) dengan

rumus sebagai berikut :

Q1Lt = 1A{Yt—4512(YEYED} oo, (3.1.)
Q2t = 1A{Yt—1512(Yt-Yt1)}  covveeeeeeeeeieeeeeeeeeeee e, (3.1.D)
Q3t = VALYt + L,5/12(YEYED}  covveere oo, (3.1.0)

Q4t = 1/4{Yt + 4 . (3.1.d)
keterangan :
Qkt
Yt
Yt-1
C. Definisi Operasional
Definisi op
a. Belanja Tidak Langsu ja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak
langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan, dan belanja tidak terduga yang disusun dalam satuan jutaan
rupiah.

b. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung meliputi : belanja
pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang disusun dalam

satuan jutaan rupiah
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c. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan relatif nilai riil PDRB di
Kabupaten Ngawi atas dasar konstan Tahun 2000 dan dinyatakan dalam

satuan persen

D. Teknik Analisis

am_ penelitian ini adalah analisis

Xt-1)
Di mana :

A X
Xt
Xt-1)

Pertumbuhan belanja daerah

Belanja Daerah tahun/periode t

Belanja Daerah tahun sebelumnya
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b. Analisis Kontribusi/ peranan /proporsi belanja bertujuan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh pos belanja tertentu terhadap total belanja daerah
yang dapat digunakan sebagai dasar mengarahkan, mengalokasikan dan
mengendalikan belanja daerah. Untuk melihat peranan belanja langsung
dan belanja tidak langsung terhadap belanja daerah dapat dianalisis dengan

melihat proporsi da itu dengan menggunakan rumus

langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Ngawi dengan menggunakan model persamaan sebagai berikut model

ekonometrika (Gujarati, 2003) :

PEK, = «, + a,BTL, + a,BL, + & ... (3.4)
Dimana :

PEK = Pertumbuhan Ekonomi

a = Konstanta

BL = Belanja Langsung

BTL = Belanja Tidak langsung

€ = error
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Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model

dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus
terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan

heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier

variabel independéng’ "€ara” wntuk mengetahui apakah terjadi

multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variable
independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap
variable independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance).
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Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolinearitas adalah nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai

VIF>10 (Ghozali, 2002).

. Uji Autokorelasi

Rmenguji apakah dalam model

1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan
(4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak
ada autokorelasi

2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound
(dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti
ada autokorelasi

3) Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien

autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif
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4) Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah
(dl) atau DW terletak diantara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya

tidak dapat disimpulkan.

Uji Heterokesdastisitas

Pengujian erokesdastisitas memiliki  tujuan  untuk
jadi ketidaksamaan variance
ng lain, jika variance
g lain tetap, maka
perbeda  disebut
)aik adalah yang

Kesdatisitas.  Untuk
dengan melihat gra araqnilai prediksi variabel terikat dengan
residualnya. Deteksi ada tidaknya heterokesdastisitas dapat dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah
diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Dasar analisisnya jika ada
pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka
mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas, dan jika tidak ada
pola yang jelas, srta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2002).
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Selanjutnya setelah dilakukan uji asumsi klasik maka dilakukan
uji statistik sebagai berikut :
a. Uji Signifikansi F (F test)
Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas/
independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama _terhadap*Vvariabelsterikat/dependen (Ghozali, 2002).

an nilai F menurut

aka HO ditolak dan

1) Menentukan Ho dan ha

Ho: p1= p2=0, tidak terdapat pengaruh yang sinifikan secara
bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen
Ha : 1 =82 Z 0, terdapat pengaruh yang sinifikan secara
bersama-sama variabel indipenden terhadap variabel dependen

2) Penentuan level of signifikan (a = 00,5 )

3) Kriteria pengujian
Ho ditolak apabila signifikasi < «

Ho diterima apabila signifikasi > «
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4) Nilai F hitung

F hitung = SSR/k

SSE/n -1-k

Keterangan

SSR = Sum of Squares Regression
SSE = Sum of Squares Residual

4 untuk mehgukuk besamya kontribusi
o
=

i, 20(

getahui ketepatan

linier yang digunakan sebagai pendekatan. Apabila nilai R* sama
dengan 1 maka pendekatan itu benar-benar sempurna ( Ghozali, 2002)
c. Ujit

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh
secara individual variabel independen terhadap variabel dependen
Ghozali (2002). Untuk menguji hipotesis digunakan uji t dengan

kriteria sebagai berikut :
1) Quick Look : Bila jumlah degree of freedom adalah 20 atau lebih,
dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka HO yang menyatakan

dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2.
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2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel.
Apabila nilai t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t
tabel.
Langkah langkah pengujian :

1) Menentukan Ho dan Ha

, terdapat pengaruh ya inifikan secara individual

2)

3) Kiriteria pengujia
Ho diterima apabila signifikasi > «
Ho diolak apabila signifikasi < «
4) Nilai t hitung
Thitung= b-p
Sb

Keterangan :

Koefisien regresi
Nilai nol

Standard error of regression coefficient

(92)
o
1
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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kabupaten Ngawi

1. Keadaan Geografis

Kabupaten is,berada di Provinsi Jawa Timur

bagian barat, mer mﬁubung Provinsi Jawa Timur dengan

: pate@adala 1.298,58 km?. Secara

a. Sebelah utarg " 3lora, Kabupaten Grobogan

awa Tengah), Kabupaten Blora
(Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten
Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur);

b. Sebelah barat . Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten
Sragen (Provinsi Jawa Tengah);

c. Sebelah selatan . Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun
(Provinsi Jawa Timur);

d. Sebelah timur . Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur).
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Kondisi topografi wilayah cukup bervariasi, yaitu topografi datar,
bergelombang, berbukit dan bahkan pegunungan tinggi, dengan ketinggian
40 meter hingga 3.031 meter di atas permukaan air laut. Tercatat 4
kecamatan terletak di dataran tinggi yaitu Kecamatan Sine, Kecamatan

Ngrambe, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal.

A,

— y
T T £ -
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Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Ngawi

Sumber  : BPS, 2010, Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2010
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2. Kondisi Pemerintahan Daerah
a. Sumber Daya Manusia dan Aparatur
Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, untuk
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, juga direkrut

SDM aparatur yang bersifat honorer ( non PNS ) , yang meliputi Guru

Sipil pada instansi di Kup”pemerintah Kabupaten Ngawi tersebut

yaitu 14.363 orang Tahun 2010, naik 3,88 % dibanding Tahun 2009

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah PNS menurut Pendidikan Tahun

2007-2010
Rincian 2007 2008 2009 2010
a. SLTP atau kurang 828 1.054 1.177 1.137

b. Sekolah Lanjutan Atas 3.459 3.882 | 4.892 5.090
c. Sarjana Muda/Diploma 3.061 3.328 3.474 3.350

d. Sarjana/S1 3.230 3.666 4.110 4.587
e. Pasca Sarjana/S2 161 147 174 199
Jumlah 10.739 12.077 | 13.827 14.363

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka



53

b. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagan struktur organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi saat ini dapat dilihat pada gambar

4.2 sebagai berikut :

By, ¢

BUPATI t

e

WAKIL =

DPRD

SEKRETA || STAF
RIAT AHLI

1. ASISTEN
PEMERINTAHAN

2. ASISTEN

PEREKONOMIAN DAN

SEKRETARIAT |—

SATPOL DINAS LEMBAGA e PDAM
e PD.SUMBERBH

UPT KECAMAT UPT

4 KELURAHAN dan 213

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2010

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Ngawi 2010
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c. Visi dan Misi Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang harus disusun oleh Pemerintah Kabupaten adalah :

1) Rencana Pembanguna

angka Panjang Daerah (RPJPD), yang

dI jangka waktu perencanaan 20:tahun,
2) bangur N g%’ engah Daerah (RPIMD), yang

perencanaan pembangunan :

1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),
memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran
dari RPJMD,

2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),
memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran
dari Renstra SKPD dan RKPD.

Kabupaten Ngawi diarahkan menjadi Kabupaten yang
unggul di bidang agraris yang dalam melaksanakan kegiatan

pembangunannya agar lebih terarah, efektif dan efisien, semua kegiatan
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pembangunan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 — 2010 yang didalamnya
memuat Visi dan Misi Kabupaten Ngawi yang secara substansial
memuat kebijakan, sasaran dan program lima tahunan di daerah. Dalam

rangka mencapai visi dan misi tersebut, prioritas pembangunan

emiskinan dan  kesenjangan,
pembangunan ial ekonomi, pendidikan,

kesehate : ilaye penyelenggaraan

yan%ggul gli i tuk  meningkatkan

kesejahteraan m@asyarakat dalam is". Visi tersebut

Tahun 2006-2010. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah
tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan pernyataan penetapan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Ngawi.
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Misi tersebut merupakan penjabaran dari visi pembangunan

daerah yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh, yaitu:
1) Mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
lebih transparan, partisipatif dan akuntabel demi terjamin dan

tegaknya supremasi hukum dan hak azasi rakyat.

2) elenggaraan Pemerintahan Daerah

3)

4)

3. Indikator Kinerja Pembangunan
a. Kondisi Ekonomi Daerah
1) Produk Domestik Regional Bruto

Berikut ini data untuk memperoleh gambaran menyeluruh
tentang kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dapat dilihat melalui
neraca ekonominya. Salah satu indikator yang digunakan adalah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Ngawi
merupakan jumlah seluruh nilai tambah dari produk barang dan jasa

yang dasar pengukuranya timbul akibat adanya aktivitas ekonomi.
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Sampai dengan Tahun 2010 perekonomian Kabupaten

Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini
terhadap total PDRB sampai dengan Tahun 2008 sekitar 36,9 %.
Tidaklah aneh apabila sektor ini menjadi sektor unggulan bagi

Kabupaten Ngawi. Namun demikian sumbangan sektor ini dari

tahun ketahungmengala eRUkRan walaupun sebenarnya secara

pertumbuhan  menunjukan
kenaikan pertu ang/jasa terhadap tahun sebelumnya,
dengan tidak dipengaruhi variabel harga. Apabila sebuah sektor
mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka hal
ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan. Sebaliknya apabila sebuah sektor mempunyai
kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka apabila
sektor tersebut mempunyai pertumbuhan yang tinggi secara

langsung akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara

total.
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PDRB menurut lapangan usaha berdasar harga berlaku

Tahun 2007 mencapai 4,445 milyar rupiah, naik nsekitar 12,8 %
dari tahun 2008 yang mencapai 5,031 milyar rupiah, dapat dilihat

pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Ngawi menurut Lapangan Usaha
atas dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008 (juta

2008

(5)

.3¥0,50 | 2.129.128,28

21,13 31.159,67

6.568,98 354.275,13

36.199,99 44.111,18

5 | Konstruksi 202.821,88 | 243.130,70 |  276.908,89

6 | Perdagangan,
Hotel & 1.241.254,87 | 1.412.591,98 | 1.610.680,64
Restoran

7 | Pengangkutan

& Komunikasi 181.477,29 | 205.072,67 | 233.711,75

8 | Keuangan,

Persewaan & 218.291,53 | 243.939,08 | 273.336,32
Jasa perusahaan

9 | Jasa—jasa 640.359,59 | 712.733,97 | 816.961,22

PDRB 5.031.428,99 | 4.445.555,03 | 5.031.428,99

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010
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PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan

Tahun 2000 juga menunjukkan perkembangan. Tahun 2006 PDRB
menurut harga konstan Tahun 2000 sebesar Rp. 2.510.075,52 juta,
meningkat menjadi sebesar Rp. 2.639.717,89 juta pada tahun 2007 dan

meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 2.785.335,43 juta pada Tahun

Label 4.3 berikut ini :

2008
Q)
985.007,46 | 1.039.356,65
442 31 16.286,80
162.859,61 173.860,51
14.673,00 16.013,48
bersih 13.730,36
Konstruksi 110.420,20 116.758,32 120.634,70
Perdagangan, 745.92520 |  793.681,83
hotel & restoran 697.427,05 o R
Pengangkutan &
o 87.412 59 92.497,17 98.137,08
komunikasi !
Keuangan,
persewaan & jasa 137.199,62 142.016,95 148.281,52
perusahaan
Jasa-jasa 353.051,03 364.537,86 379.082,87
PDRB 2.510.075,52 | 2.639.717,89 | 2.785.335,43

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010
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2) Pertumbuhan Ekonomi
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi
pula, perekonomian di Kabupaten Ngawi menunjukkan stabilitas
yang signifikan. Indikator perekonomian daerah Kabupaten Ngawi

dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor perekonomian,

yang melip ektor/lapangan usaha, dengan

atas dasar harga konstan
2000. penggunaan “harga wkonstan dimaksudkan agar dapat
diperoleh suatu nilai yang bebas dari inflasi sehingga sifatnya riil.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi mengalami
pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan
tertinggi berdasarkan harga berlaku terjadi pada Tahun 2010
sebesar 6,09 %. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap
tahunnya hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu
berkontribusi positif dalam peningkatan kesempatan Kkerja,
kesejahteraan masyarakat dan pendapatan yang diterima

masyarakat.
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Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang
dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat
pertumbuhan sektoralnya. Angka pertumbuhan menunjukan
kenaikan pertumbuhan barang/jasa terhadap tahun sebelumnya,

dengan tidak dipengaruhi variabel harga. Apabila sebuah sektor

----- rtumbuhannya lambat, maka hal
“ini buhan ekonomi secara
sektor mempunyai
omian, maka apabila

g tinggi secara

Pertumbuhan Ekonomi
w N
o o
o o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tahun 2001-2010

Gambar 4. 3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi
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Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi Tahun

2001-2010
Atas Dasar Harga Konstan 2000
TAHUN PDRB (Rp) Pertumbuhan Ekonomi (%6)
2001 2.076.059,57 1,93
2002 2.122.888,83 2,26
2003 2.187.262,88 3,03
4,35
4,53
521

5,16
5,52

Menurut perhitungan atas dasar harga berlaku, pendapatan
perkapita penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2008 sebesar Rp.
5.966.880,81 atau naik sebesar 1,11% pada Tahun 2009 menjadi Rp.
7.033.529,80. sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga
konstan pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.056.652,66 atau naik

sebesar 1,05% menjadi Rp. 3.211.416,58 pada Tahun 20009.

4) Keuangan Daerah
Pendapatan daerah Kabupaten Ngawi bersumber dari

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah
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lain-lain yang sah. Belanja daerah dikelompokan menjadi belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Total realisasi penerimaan
daerah pada Tahun 2010 sebesar 982.336 milyar rupiah, meningkat
sekitar 23,14 % dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tahun 2010 hanya menyumbang 35.313 milyar

- Umum (DAU) masi i j penyokong terbesar bagi
-
: erimaawze : . %

Ngawi tahun 2010 sebesar 10.986 milyar rupiah meningkat 2.082

milyar rupiah atau 23,4 % . seperti dapat dilihat pada Tabel 4.5
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Tabel 4.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun

2007-2010
PENDAPATAN
DAERAH 2008 2009 2010
1) ©) 4 ©)
1. PAD 22.863.251,23 25.894.193 35.313.790.550
a. Hasil Pajak Daerah 8.391.451,76 8.794.830 10.717.750.000
b. Hasil Retribusi
Daerah 7.999.256,44 10.000.480 17.099.799.000
¢. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Dagrah
Dipisahk 1.246.498,81 1.093.549 1.127.798.050
d. Lain-lain
3:005.334 6.368.443.500
673.613.964 786.098.768.250
61.608.288.250
654.720.280.000
Khusus 69.770.200.000
ATAN
: 160.923.530.200
1.858.575.000
39.019.230.000
c. Bantuan
dr Prop 12.401.464 14.311.050.000
d. Tambahan Pengha
PNS Guru 39.467.726 35.500.000.000
e. Tunjangan Profesi
Guru PNSD - - 70.234.675.200
JUMLAH TOTAL 713.855.330,93 797.745.405 821.412.558.800

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah

b. Kondisi Sosial Budaya

1) Kehidupan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan. Bidang sosial merupakan bidang yang

terkait langsung dengan masyarakat sebagai pelaku dan penikmat




65
pembangunan. Komposisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat
yang bervariasi merupakan pencermatan secara khusus dalam
pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan, secara

kuantitatif penduduk Kabupaten Ngawi mayoritas adalah pemeluk

yarakat.

nasyarakat sehari-hari

-benturan kecil antar

memperkerth stasanas, Kifanyd hanya pada saat tumbangnya Orde
Baru (tahun 1998-1999), sebagaimana kondisi berbagai wilayah
Indonesia lainnya, terjadi gesekan antar kelompok yang cukup
berarti dalam kehidupan sehari-hari, namun kini hal tersebut telah
berlalu. Bahkan hikmah dari gesekan tersebut adalah terdapatnya
warisan positif berupa tumbuh-kembangnya berbagai Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) atau sejenisnya yang cukup memberi
warna baru dalam dinamika kehidupan sosial di Kabupaten Ngawi.

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi akhir Tahun 2009

adalah 892.051 jiwa, terdiri dari 438.223 jiwa penduduk laki-laki
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dan 453.828 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis
kelamin/sex ratio sebesar 96. artinya bahwa setiap 100 penduduk
wanita terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki. Akan tetapi, bila
dibandingkan dengan tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten

Ngawi bertambah sebesar 2.827 jiwa atau meningkat 0,32 persen

selama setahun ihat pada Tabel 4.6 di bawah ini :

aten Ngawi menurut

duk
puan | Jumlah
.580 48.181
412 45.575
83 41.359
6.419 50.832
8.118 55.835
19.289 37.473
14.483 28.682
14.631 28.627
N W7 N 24.825 48.036
10 | Bringin 15.890 16.344 32.234
11 | Padas 16.911 16.949 33.860
12 | Kasreman 12.013 12.006 24.019
13 | Ngawi 41.930 42.432 84.362
14 | Paron 44.066 45.300 89.366
15 | Kedunggalar 36.901 37.212 74.113
16 | Pitu 14.060 14.180 28.240
17 | Widodaren 35.095 35.788 70.883
18 | Mantingan 19.855 22.023 41.878
19 | Karanganyar 15.842 15.654 31.496
Jumlah 438.223 453.828 | 892.051

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah
penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk

Kabupaten Ngawi tahun 2009 adalah 688 jiwa/Km?, naik sekitar 5
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jiwa untuk setiap kilometer persegi dari tahun sebelumnya.
Tingkat kepadatan per kecamatan tertinggi di Kecamatan Ngawi
(1.196 jiwa/Km?) dan tingkat kepadatan terendah adalah
Kecamatan Karanganyar (228 jiwa/Km?).  Hal ini dapat dilihat

secara rinci pada Tabel 4.7 di bawah ini :

n 2009

s

Kepadatan
Penduduk
(jiwa/Km?)

601
741
628
601
1063
1086
947
973
721
515
. 674
12 | Kasreman 31,49 24.019 763
13 | Ngawi 70,56 84.362 1196
14 | Paron 101,14 89.366 884
15 | Kedunggalar 129,65 74.113 572
16 | Pitu 56,01 28.240 504
17 | Widodaren 92,26 70.883 768
18 | Mantingan 62,21 41.878 673
19 | Karanganyar 138,29 31.496 228

Jumlah 1.295,98 892,051 688

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ngawi secara
kasar dapat dilihat pada tingkat pendidikan penduduknya.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2001
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jumlah penduduk Kabupaten Ngawi usia 10 (sepuluh) tahun ke
atas yang hanya tamat SD=346.536 jiwa (62%), hanya tamat
SLTP=113.839 jiwa (20%), hanya tamat SLTA=84.498 jiwa (15%)

dan tamat akademi/perguruan tinggi= 17.969 jiwa (3%). Jika

pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah mencakup tingkat

IPM

Sejalan dengan hal tersebut, Indikator keberhasilan
pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dengan tolok ukur tersebut dapat ditetapkan strategi pembangunan
tahun 2009 dan mensinergikan seluruh program pembangunan agar
tepat sasaran dan memiliki keluaran berfokus kesejahteraan
masyarakat. IPM Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi. Pada

tahun 1996 IPM Ngawi sebesar 65,00, kemudian menurun sebesar



69
2,60 % menjadi 58,84 pada tahun 1999, dan pada tahun 2002
kembali naik menjadi 61,42, sedangkan pada tahun 2004
meningkat lagi menjadi 63,99. Mendasar data BPS Propinsi Jawa

Timur pada tahun 2009, Angka Harapan Hidup 72,58; rata-rata

lama sekolah adalah 6,30; Angka melek huruf 0 dan Paritas daya

memberikan da egatif jhususnya bagi masyarakat yang
berada diambang kemiskinan, karena sebagian besar dari
merekamenjadi miskin. Tetapi pemerintah telah menantisipasi hal
ini dengan program pengentasan kemiskinan diantaranya
penyaluran BLT pada rumah tangga miskin, sehingga presentasi
penduduk miskin pada Tahun 2008 turun kembali menjadi 19,89%.
Pada Tahun 2009 presentase jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)

menurut Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun

2008 sejumlah 90.118 RTM ada penurunan dari tahun sebelumnya
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sejumlah 90.895 RTM hasil pendataan Sosial Ekonomi (PSE)
Tahun 2005.

Berikut ini Tabel 4.8

untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi pada Tahun 2009 :

Tabel 4.8 Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2008-

LA, —
is Dat Tahun
nduduk Rawan Sosialdan |
a 54.341 | 35.267
66 66
10.957 | 10.958
6.051 | 6.051
17 17
2.884 | 2.110
452 | 1028
45 45
\ 7 7
piatu
b. Panti sosial tresna werda Buah 1 1
3. |Potensi Kesejahteraan Sosial
a. Karang taruna Buah 217 217
b. Tenaga kessos masyarakat | Orang 1.168 | 1.168
c. Organisasi sosial Buah 10 10
4. |Penduduk Miskin
Jumlah  rumah  tangga KK 82.572 | 82.572
miskin

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ngawi

2010
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4) Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
yang telah dicapai dari Tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan
Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2009

No 2007 | 2008 | 2009
(4) ()
97.71 | 97.71
7.76 8.00
4.45 3.54
76.17 | 278.97
42.82 | 42.26
98.58 |99.34
93.12 | 93.53
69.14 | 71.19
0.01 0.01
10 0.02 0.02
11 : 0.05 0.02
12 ] anSD W 99.78 |99.87 | 99.85
13 | Angka Kelulusan SMP 99.90 |99.29 |99.32
14 | Angka Kelulusan SMA 95.09 |94.22 |98.30
15 | Angka melanjut dari SD ke SMP | 101.40 | 108.50 | 117.30
16 | Angka melanjut drSMP ke SMA | 64.11 |62.71 | 81.80

Sumber : RPIJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2010
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5) Pelayanan Kesehatan
Penigkatan kualitas pelayanan kesehatan yang telah dicapai

dari tahun 2006 sampai dengan 2008, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Pelayanan Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun

2006-2008
No Uraian 2006 2007 2008
(4) ()
70.8 70.8
0.68 3.9
1.160 : 1.166 :
51.838 | 911.924
g 2:
35.363 | 911.924
103: 96 :
385.363 | 911.924
119.61 72.15
99.79 78.37
8 | Cakupan desa Universal 74.65 68 26.27
Child Imunization
9 | Cakupan Balita Gizi 100 100 100
Buruk mendapat
perawatan
10 | Cakupan penemuan dan 79.17 95 95.74
penangganan penyakit
TBC BTA
11 | Cakupan penemuan dan 100 37 83.55
penangganan penyakit
DBD
12 | Cakupan Pelayanan 51.44 98.91 100
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
13 | Cakupan kunjungan bayi 100.78 98.83 49.68

Sumber : RPIMD Kabupaten Ngawi Tahun 2006- 2010
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c. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah
1) Prasarana Jalan
Panjang jalan kabupaten sampai dengan akhir Tahun 2009
mencapai 597.960 Km, kesemuanya masuk kategori kelas Ill C.

Dari jalan sepanjang tersebut, yang kondisinya baik sepanjang

218.756 Km.

hun 2009 (km)

Jalan

insi | Kabupaten

493,96

97,52

6,48

597,96

126,63

132,31

233,31

105,11

Jumlah 79,56 - 597,96

3. | Kelas Jalan

a. Kelas | - - -
b. Kelas Il 79,56 - -
c. Kelaslll - - -
d. Kelas Il A - - -
e. Kelaslll B - - -

f. KelasIlIC - - 597,96
g. Tidak dirinci - - -

Jumlah 79,56 - 597,96

Sumber : DPU Bina Marga, Cipta Karya,dan Kebersihan Kab.
Ngawi
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2) Jembatan
Panjang jembatan sampai dengan tahun 2009 mencapai
2897.35 m (365 jembatan), dengan kondisi sebagai berikut : yang

kondisi baik sepanjang 22.74,35 m (320 jembatan), yang kondisi

sedang me pbatan) dan yang kondisinya rusak

- berat mencapai 165 @Wbatan) dan kondisi rusak berat tidak
-
g ¥ J

L/
3) Pr sar@ringa

&~

Pusat, ig/dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.
Sedangkan pengembangan sistem irigasi tersier menjadi wewenang
dan tanggung jawab Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
Kondisi jaringan irigasi sampai dengan Tahun 2009 perkembangan
jenis, jumlah prasarana irigasi yang diairi dapat dilihat secara
terperinci sebagai berikut :

a) Saluran primer (induk); panjang 21.400 Km, kerusakan 30 %

b) Saluran sekunder; panjang 322.145 Km, kerusakan 25 %

c) Bangunan Utama; jumlah 412 buah, kerusakan 31,67 %

d) Bangunan Pendukung; jumlah 1.001 buah, kerusakan 27,5 %.
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B. Analisis Data dan Pembahasan
1. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah
Pertumbuhan belanja daerah dihitung dengan menggunakan rumus
(Widodo,1990:36) seperti yang dijelaskan pada Bab I, dengan
penghitungan didasarkan pada data belanja daerah dari Tahun 2003

asil penghitungan seperti pada

buhan (%o)

@)

0,90
2005 330.736,60 (8,98)
2006 483.383,20 46,15
2007 634.506,00 31,26
2008 760.350,80 19,83

2009 803.674,30 5,70
2010 1.041.015,50 29,53
Rata - rata 17,77

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah
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Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ngawi berkisar antara
0,90% sampai dengan 46,15 % sehingga rata-rata pertumbuhan belanja
daerah selama periode Tahun 2003-2010 sebesar 17,17 % dan angka

pertumbuhannya fluktuatif dengan pola kecenderungan menurun. Pada

Tahun 2005 pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -8,98 % hal

belanja pegawai sebesar 93,62% karena pada tahun tersebut pemerintah
Kabupaten Ngawi mulai mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS
sehingga menyebabkan peningkatan realisasi  belanja  daerah.
Perkembangan realisasi belanja daerah secara nominal menunjukan
kecenderungan meningkat terutama Tahun 2005 pendapatan daerah Tahun
2006 meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya walaupun
peningkatan teresut berasal dari DAU yang mencapai 82 % dari total
penerimaan daerah namun hal in menunjukan adanya peningkatan

pendapatan daerah walaupun penerimaan daerah dari pajak dan retribusi
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daerah relatif masih kecil dalam struktur pendapatan daerah sehingga
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih besar,
tercermin dari porsi dana perimbangan dalam APBD yang jauh lebih besar

dibanding PAD, namun dapat mendorong pula terhadap meningkatnya

belanja daerah selain itu juga karena prioritas kegiatan pembangunan pada

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

Pertumbuhan

(10100)2004 2 10
(20,00)

Tahun

Gambar 4.4 Grafik Pertumbuhan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten

Ngawi 2003-2010

Jika dilihat dari perkembangan menurut jenis belanjanya belanja
pegawai merupakan belanja yang paling besar realisasinya dibandingkan
jenis belanja lainnya baik belanja pegawai pada belanja tidak langsung
maupun pada belanja langsung. Peningkatan realisasi belanja pegawai
pada belanja tidak langsung mengalami peningkatan mulai Tahun 2006
hingga mencapai pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2007 mencapai

291,01%.
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Hal ini terjadi karena mulai Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten

Ngawi mengadakan pengangkatan CPNS baik dari tenaga honorer, umum
maupun pengangkatan sekdes menjadi PNS sehingga terjadi peningkatan

kebutuhan belanja gaji pada belanja tidak langsung sebagaimana dapat

dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Pen PN Ngawi Tahun 2005-2010
‘ S
TAHU ek esa mum | JUMLAH
2005 § 459 % - 156 615
2006 = 14 - - 1.464
200 ga 1. o éo - 1.352
2008 2 4 o| | 235 743
2009 % §15 352 913
2010 : ' 196 196
JUMLAH 2 24 939 5.283

Sumber : Badan Kepegawala er ab. Ngawi

Belanja pegawai pada belanja langsung dari Tahun 2003 sampai
dengan 2006 mengalami peningkatan namun mulai Tahun 2007
mengalami penurunan hal ini menunjukan adanya upaya pemerintah
daerah untuk menertibkan dalam hal pemberian honorarium berkaitan

dengan program kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.
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Pola perkembangan realisasi belanja menurut jenisnya dapat dilihat

pada Tabel 4.14 dan Grafik 4.5 dibawah ini.

800.000,00
700.000,00 -
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00 [

200.000,00
100.000,00 -

2003 2004 2005 2006 2000 2008 2009 2010

0 Belanja Pegawai (BTL) [ BelanjaNon Pegawai (BTL) m Belanja Pegawai (BL) @ Belanja Barang dan Jasa (BL) m Belanja Moaal (BL)

Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten

Ngawi Tahun 2003-2010 menurut jenisnya

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2003-2010 diolah



Tabel 4.14 Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah K

Belanja Tidak Langsung

abupaten Ngawi Tahun 2003-2010 menurut Jenis Belanja

80

Belanja Langsung

Belanja A Belanja Non- A A

TH Pegawai % Pegawai % Belanja Modal %

@) 2 3 4 9) 9 (10)
2003 | 39.597,60 15.094,30 95.478,10
2004 41.050,96 3,67 15.180,90 3,43 80.434,30 (15,76)
2005 41.592,30 1,32 29.392,30 10,26 16.620,50 (79,34)
2006 80.530,50 93,62 29.512,60 117,17 63.837,50 284,09
2007 | 314.878,80 | 291,01 63.142,00 | 123,95 | ™4E56500 | (79,06)0 " 117.8¢ 28,30 93.062,40 45,78
2008 | 397.746,50 | 26,32 86.085,10 | 36,34 || @41.27950™ " (9,41 (32,06) | 155.168,40 66,74
2009 | 479.018,70 | 20,43 126.638,40 | 47,11 353,00 67.991,90 | (15,09) | 101.671,40 | (34,48)
2010 | 689.575,00 | 43,96 38.885,70 (69,29) 22.550,40 | (20,47) 121.967,60 | 79,39 168.036,80 65,27

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah
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2. Analisis Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi

Untuk menyatukan persepsi kelompok belanja menjadi satu karena

Pemerintah Kabupaten Ngawi pada kurun waktu Tahun 2003 sampai

dengan 2006 masih menggunakan Kepmendagri 29/2002 sedangkan

nenggunakan Permendagri 13/2006 dan

transformasi belanja da endagri 29 Tahun 2002 menjadi
Permendagri Tahun 2006 tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Setelah didapatkan satu presepsi dalam pengelompokan belanja
maka dapat dihitung proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung
terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Ngawi dengan
menggunakan rumus (Widodo,1990:36) seperti yang dijelaskan pada Bab
111, perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung
sebesar 15,19 : 84,81 Tahun 2004 sebesar 15,47 : 84,53, Tahun 2005
sebesar 21,46 : 78,54, Tahun 2006 sebesar 22,77 : 77,23. sehingga dapat

diketahui bahwa di Tahun 2003 sampai dengan 2006 belanja langsung
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masih lebih besar porsinya dibandingkan belanja tidak langsung. Namun
mulai Tahun 2007 perbandingan keduanya berubah terbalik menjadi
59,58 : 40,42, Tahun 2008 sebesar 63,63 : 36,37, Tahun 2009 sebesar
75,36 : 24,64, Tahun 2010 sebesar 69,98 : 30,02 sehingga diketahui bahwa

sejak 2007 sampai dengan 2010 porsi belanja tidak langsung menjadi lebih

Proporsi
(%)
(©)
84,81
2004 56.231,86 15,47 307.146,37 84,53
2005 70.984,60 21,46 259.752,00 78,54
2006 110.043,10 22,77 373.340,10 77,23
2007 378.020,80 59,58 256.485,20 40,42
2008 483.831,60 63,63 276.519,20 36,37
2009 605.657,10 75,36 198.017,20 24,64
2010 728.460,70 69,98 312.554,80 30,02

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah
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90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00 +
10,00 -
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peningkatan

disebabkan :

a. Peningkatan jumlah PNS vyang disebabkan pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS, pengangkatan sekdes menjadi PNS,
pengadaan CPNS dari jalur umum serta mutasi antar daerah sehingga
kebutuhan gaji PNS meningkat tajam walaupun seharusnya alokasi
gaji untuk PNS telah diperhitungkan dalam DAU

b. Kebijakan Pemerintah menaikan gaji PNS berturut-turut dalam kurun
waktu 4 tahun terakhir

c. Adanya tambahan penghasilan bagi PNS guru dan tunjangan profesi

guru PNSD
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3. Analisis Pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Ngawi

Untuk mengetahui pengaruh belanja tidak langsung dan belanja

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Ngawi

dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan

SPSS 16. Namug

an_data yang ada di wilayah

Qit (4.1.3)
Q2t =WA{Yt—WSI(Yt-Yt-1)} w4 (4.1.b)
Q3t = 1/4A{Yt+ WSIL2(YEVED} . B h e, (4.1.c)
Q4t = /ALYt + 45/ttt (4.1.d)

keterangan :

Qkt = data kuartal ke-k tahunt. k=1,2,3,4
Yt =data yang diiterpolasi pada tahun t
Yt-1 = data dari tahun sebelumnya

Hasil interpolasi data dapat dilihat dalam lampiran 2, 3 dan 4
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a) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui
pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi dengan menggunakan

model persamaan ekonometrika (Gujarati, 2003) sebagai berikut:

dari hasil $ aan sebagai berikut :

PEK = 0,908 + 0, 0000002465 BTL + 0, 0000002177 BL

Se (0,231) (0,000) (0,000)
t (3,930)* (4,227)* (0,754)
F statistik = 8,892*
Adjusted R Square = 0,337
Standar Error of Estimate (SEE) = 0,20194
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Uji Asumsi Klasik

a. Durbin Watson =1,855
b. VIF =1,166
c. tolerance =0,857

Keterangan : Level Of Significants

atistik.

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(Ghozali, 2002). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai
tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut off
yang umum dipakai adalah 0,10 atau nilai VIF >10 Dari hasil
SPSS 16 dapat diketahui nilai VIF sebesar 1,166 dan nilai
tolerance 0,857. dari ketentuan yang ada bahwa jika nilai VIF <
10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi

multikolinieritas.
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b) Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model
regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan penganggu
pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-

1(sebelumnya). Dari hasil analisis dengan SPSS 16 dapat

diketahui nilai L atson menunjukan angka 1,855 nilai

dl dan du dapat dili el Durbin Watson dengan n =

?ﬂ? degan Tabe
WM 31, %Ieh arena DW 1,855 lebih
a s (du) dan kurang dari 4 — 1,57

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16 dapat
diketahui grafik plot terlihat titik-titik menyebar secara acak
serta tersebar tidak membentuk pola yang jelas di atas dan
dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak
terjadi heteroskedastisitas dan model persamaan tersebut layak
digunakan untuk memprediksi pertumbuhan  ekonomi,

sebagaimana terlihat pada gambar 4.8 dibawah ini :
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Scatterplot

Dependent Variable: PEK

Regression Studentized Residual
i
0
0
0
&

etahui apakah semua variabel
independen yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen pertumbuhan
ekonomi. Untuk menguji hipotesis digunakan F dengan kriteria
sebagai berikut :

(1) Quick Look : bila nilai F > 4 maka HO dapat ditolak pada

derajat kepercayaan 5%.
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(2) Membandingkan nilai F hasil hitungan dengan nilai F
menurut tabel. Bila F hasil perhitungan > F tabel, maka HO

ditolak dan menerima Ha.

Didapat F hasil hitung 8,892 > 4 dan dilihat dari

signifikansi 0,001 < 0,05 sedangkan jika dibandingkan nilai F

R2 karena nilai ajusted R2 dapat naik atau turun apabila suatu
variabel independen ditambahkan ke dalam model tidak seperti
R2 vyang pasti meningkat setiap penambahan variabel
independen tidak perduli berpengaruh signifikan ataupun tidak
sehingga cenderung bias. Dari tampilan output SPSS besarnya
Adjusted R2 adalah 0,337, hal ini berarti 33,7 % variasi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi bisa dijelaskan oleh
variasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung
(BL) dan sisanya (100 % - 33,7 % = 66,3 %) dijelaskan oleh

sebab-sebab lain di luar model. Standar Error of Estimate
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(SEE) sebesar 0,20194. Makin kecil nilai SEE akan membuat
model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel
terikat.

¢) Ujit

Besarnya angka signifikasi individual digunakan untuk

idak L ng tefhadap pertumbuhan

tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
Ha : B # 0, terdapat pengaruh yang signifikan belanja tidak

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 4,127
sesuai rumus quick look nilainya lebih besar dari 2 dan jika
dibandingkan nilai t tabel dengan o = 0,05 adalah 1,96
terlihat t hitung lebih besar dari t tabel maka HO ditolak
berarti Belanja Tidak Langsung berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi.

Jika dilihat ‘dari’tingkat probabilitas signifikansi sebesar
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0,000 < 0,05 sehingga hipotesis a diterima atau terdapat
pengaruh Belanja Tidak Langsung dengan pertumbuhan
ekonomi

b. Pengaruh Belanja Langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah Kabupaten Ngawi

abel dengan o = 0,05 adalah 1,96
terlihat t hitung lebih kecil dari t tabel maka HO diterima
berarti belanja langsung tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi.
Jika dilihat dari tingkat probabilitas signifikansi sebesar
0,457 > 0,05 sehingga hipotesis b ditolak atau tidak
terdapat pengaruh belanja langsung dengan pertumbuhan

ekonomi
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c. Pembahasan
Dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya ternyata
menunjukan model regresi telah terbebas dari asumsi klasik .
Interpretasi ekonomi yang dapat diperoleh adalah :
1) Nilai konstanta sebesar 0,908 menunjukan bahwa jika variabel

bebas dianggapskonstanmmaka,rata-rata pertumbuhan ekonomi

angsung adalah

pertumbuhan ' ‘Kabupaten Ngawi akan naik
0,0000002465 % dengan asumsi variabel lain konstan. Nampak
pada nilai koefisien itu bahwa peranan Belanja Tidak langsung
dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi,
terutama karena meningkatnya belanja pegawai terutama
belanja gaji hal ini mengakibatkan meningkatnya pendapatan
masyarakat khususnya PNS sehingga tingkat konsumsi
masyarakat yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi

daerah Kabupaten Ngawi. Walaupun Belanja Tidak langsung

mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi
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seyogyanya hal tersebut tidak diinterpretasikan secara
matematis karena meskipun mempunyai pengaruh jika sebagian
besar digunakan untuk belanja pegawai rasanya tidak adil bagi
masyarakat dan sebaiknya harus bijaksana dalam menyikapi hal

tersebut.

3) isie ing adalah 0,0000002177 dan
signifikan terhadap
Nampak pada nilai

Langsung dalam

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena kedua belanja
tersebut menyentuh langsung terhadap masyarakat ternyata
tidak mempunyai pengaruh signifikan karena dana yang
terbatas itu harus dibagi sesuai urusan wajib maupun pilihan
sesuai program kegiatan di tiap-tiap SKPD sehingga tidak
cukup untuk menciptakan program kegiatan besar  yang
mempunyai multiple efek seperti membangun infrastruktur
yang memerlukan anggaran yang besar. Dengan dana yang

terbatas dapat pula'menciptakan program kegiatan yang dapat
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mendorong faktor- faktor penentu pertumbuhan ekonomi
lainnya misalnya faktor modal dapat mendorong masuknya
investasi dari luar sehingga pemerintah dengan dana yang
terbatas dapat menfasilitasi masuknya investasi yang dapat

membuka lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja.

bagi pemerintah

proporsi  belanja

Jjan menekan belanja

pegawai dan diharapkan dengan meningkatnya belanja modal

dapat meningkat pula pertumbuhan ekonomi daerah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 angka

Tahun 2003-2010 memiliki ecenderungan  menurun  dengan

perbandingan 15,19% : 84,81% di Tahun 2003 menjadi 69,98 % : 30,02 %
di Tahun 2010.

3. Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi, sedangkan Belanja
Langsung mempunyai nilai koefisien positif tetapi tidak signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan atas beberapa
upaya yang perlu dilakukan untuk mengerakan pembangunan melalui
belanja daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di

Kabupaten Ngawi.

1. Dengan keterha APBD, Pemerintah Kabupaten

japaian standar pelayanan minimal
dalam berbagai layanan dasar bisa lebih cepat terwujud sehingga
mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.

2. Walaupun dari hasil penelitian diatas menunjukan adanya pengaruh
yang positif dan signifikan antara belanja tidak langsung terhadap
belanja daerah tetapi seyogyanya hal tersebut tidak diinterpretasikan
secara matematis karena meskipun mempunyai pengaruh tapi jika

sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai rasanya tidak adil
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bagi masyarakat dan sebaiknya harus bijaksana dalam menyikapi hal
tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi
perlu meningkatkan potensi daerah yang ada, dengan peran pemerintah

daerah dalam melaksanakan program yang dapat memacu

pertumbuhan ekopemi m.pengembangan sektor pertanian

sebagai sekior basis, sekt sektor jasa-jasa. Dengan



